
TABEL CROSSCUTTING KECAMATAN 

No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

1 

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat Desa Dalam 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat   

   Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

 

     Sinkronisasi Program Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Perencanaan Pembangunan 

 Pelaporan dan Monitoring Program 
Pembangunan 

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

 

 

 

   Pembinaan dan pengawasan pemerintahan 
desa 

 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan 
APBDes 

 Pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan kapasitas aparatur desa 

 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa 

 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa 
 Penguatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa 
 Penanganan konflik dan harmonisasi sosial 

di desa 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

   Dinas Kesehatan/ Puskesmas  

 

 

   Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
 Pencegahan dan pengedalian penyakit 
 Program kesehatan ibu dan anak 
 Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting 
 Penanggulangan Pandemai dan Kesehatan 

Lingkungan 
 Pembinaan dan Pengawasan fasilitas 

Kesehatan 
 Penanganan Kesehatan Jiwa dan Napza 

   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

 

 

   Pemerataan akses pendidikan 
 Pendataan dan Verifikasi Siswa Miskin 
 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 
 Pembinaan dan Pengawasan Sekolah  
 Peningkatan Mutu Pendidikan 

   Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  

 

 

   Koordinasi dalam Program dan Kebijakan 
Pertanian 

 Pengelolaan Bantuan dan Sarana Pertanian 
 Peningkatan Infrastruktur Pertanian 
 Pengembangan Pertanian Berkelanjutan 

dan Ketahanan Pangan 
   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
 

 

 

   Perencanaan dan pengusulan infrastruktur 
di wilayah kecamatan 

 Pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur jalan dan jembatan 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

 Pengelolaan drainase dan pengendalian 
banjir 

 Pembangunan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana perkantoran 

   Dinas Perumahan, Pemukiman Dan 
Pertanahan 

 

 
 

   Pengelolaan Program Bantuan Perumahan 
 Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 
 Peningkatan Infrastruktur Permukiman 

   Dinas Perhubungan  

 

 

   Pengembangan dan Pemeliharaan 
Infrastruktur Transportasi 

 Penertiban Kendaraan Dinas dan 
Operasional Kecamatan 

   Dinas Lingkungan Hidup  

 
 

   Pengelolaan Sampah dan Kebersihan 
Lingkungan 

 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
   Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM 

Dan Perindustrian 
 

 

 

   Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) 

 Pengelolaan Pasar Tradisional dan Sarana 
Perdagangan 

   Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  

 

 

   Pendataan dan Pengelolaan Informasi 
Tenaga Kerja 

 Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan 
UMKM 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

 Program Transmigrasi dan Relokasi Tenaga 
Kerja 

   Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

 

 

   Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di 
Kecamatan 

 Rekomendasi Kecamatan dalam Penerbitan 
Izin 

 Pengawasan dan Penertiban Usaha di 
Wilayah Kecamatan 

 Koordinasi dalam Peningkatan Investasi di 
Kecamatan 

 Digitalisasi dan Kemudahan Layanan 
Perizinan 

   Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil 

 

 

 

   Pelayanan Administrasi Kependudukan 
 Pengurusan Perpindahan Penduduk dan 

Mutasi Data 
 Pencatatan Peristiwa Penting (Kelahiran, 

Pernikahan, Perceraian, dan Kematian) 
 Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang 

Pentingnya Dokumen Kependudukan 
   Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 
 

 

 

   Koordinasi dalam Pelaksanaan Program 
Keluarga Berencana (KB) 

 Pembinaan dan Pendampingan Kader KB 
serta Keluarga Sejahtera 

 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan 
Kualitas Keluarga 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

 Pelaksanaan Kampanye dan Sosialisasi 
Program Kependudukan 

 Pencegahan Stunting dan Peningkatan Gizi 
Keluarga 

   Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan 
Olahraga 

 

 

 

   Pengembangan dan Promosi Pariwisata 
Lokal 

 Peningkatan Kapasitas Pelaku Wisata dan 
Ekonomi Kreatif 

 Pemberdayaan Pemuda dan Wirausaha 
Muda 

 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 
 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Pariwisata dan Olahraga 
   Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan, dan Perlindungan Anak 
 

 

 

   Pendataan dan Verifikasi Data Keluarga 
Miskin  

 Pendataan dan Penyaluran Bantuan Sosial 
 Penanganan dan Perlindungan Anak, 

Lansia, dan Penyandang Disabilitas 
 Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok 

Rentan 
 Perlindungan dan Penanganan Kasus 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
 Pencegahan dan Penanganan Anak 

Terlantar dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

 Sosialisasi dan Edukasi Hak-Hak Perempuan 
dan Anak 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

   Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 
Dan Persandian 

 

 

 

   Pengembangan sistem Informasi 
 Penguatan Infrastruktur Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 
 Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK 
 Pelaksanaan e-Government 

   Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  

 

 

   Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat 

 Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Bela 
Negara 

 Pencegahan Konflik Sosial dan Mediasi 
Perselisihan 

 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan 
Lembaga Sosial Masyarakat 

 Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam 
Pembangunan 

   Dinas Satuan Polisi Pamong Praja  

 

 

   Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat 

 Penertiban dan Pengawasan Bangunan Liar 
serta Pemanfaatan Ruang 

 Pengawasan terhadap Penyakit Masyarakat 
 Perlindungan Masyarakat dan Penanganan 

Bencana 
 Pengamanan Kegiatan Pemerintah dan 

Pelayanan Publik 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

   Bagian Pemerintahan Sekretariat 
Daerah 

 

 

 

   Pembinaan administrasi pemerintahan 
kecamatan 

 Evaluasi kinerja kecamatan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan umum 

 Koordinasi dalam penetapan batas wilayah 
dan pemekaran desa/kelurahan. 

 Penyelesaian konflik pemerintahan di 
tingkat kecamatan 

   Bagian Hukum Sekretariat Daerah  

 

 

   Penyusunan peraturan di tingkat kecamatan 
 Pendampingan dalam penerapan regulasi 

daerah di kecamatan 
 Penyelesaian sengketa hukum 

   Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah 

 

 

 

   Fasilitasi program bantuan sosial di 
kecamatan 

 Koordinasi kegiatan keagamaan dan sosial 
kemasyarakatan 

 Pembinaan organisasi sosial dan 
keagamaan di tingkat kecamatan 

   Tentara Nasional Indonesia (TNI)  

 

 

   Keamanan dan Ketertiban Wilayah 
 Penanggulangan Bencana dan Bantuan 

Kemanusiaan 
 Pembinaan dan Pelatihan Bela Negara 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan 
(Pembinaan Teritorial) 

 Pencegahan Radikalisme dan Terorisme 
   Kepolisian Negara Republik Indonesia  

 

 

   Koordinasi dalam Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat (Kamtibmas). 

 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di 
Tingkat Kecamatan 

 Sinergi dalam Pencegahan dan Penanganan 
Konflik Sosial 

 Pendampingan dan Pengamanan Program 
Pemerintah 

 Pembinaan Masyarakat dalam Hukum dan 
Keamanan 

 Tugas-Tugas Khusus dalam Keadaan 
Darurat 

   Kantor Urusan Agama  

 

 

   Pelayanan Administrasi Pernikahan dan 
Kependudukan 

 Pembinaan Keagamaan dan Moderasi 
Beragama 

 Penyuluhan dan Pendampingan Masyarakat 
dalam Urusan Keagamaan 

 Koordinasi dalam Pembangunan dan 
Pengelolaan Rumah Ibadah 

 Pencegahan Pernikahan Dini dan Penguatan 
Ketahanan Keluarga 

   Pemerintah Desa  



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

 

 

   Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 Koordinasi dalam Perencanaan dan 
Pembangunan Desa 

 Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana 
Desa 

 Peningkatan Pelayanan Publik di Desa 
 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 
 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pembangunan Desa 
   Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

 

 

   Penguatan Peran BPD dalam Pemerintahan 
Desa 

 Koordinasi dalam Penyusunan dan 
Pengawasan APBDes 

 Mediasi dalam Konflik Desa 
 Sinergi dalam Perencanaan Pembangunan 

Desa 
 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transparansi Pemerintahan 
 Penguatan Kapasitas dan Peningkatan 

Kinerja BPD 

   Masyarakat  

 

 

   Pelayanan Publik 
 Koordinasi dan Pembinaan 
 Fasilitator Pembangunan 
 Pengawasan dan Pengendalian 
 Pemberdayaan Masyarakat 
 Penegakan Regulasi dan Ketertiban 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

2 
Meningkatknya 
Akuntabilitas Kinerja Dan 
Keuangan 

Nilai LAKIP 
  

   Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

 

 
 

   Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

   Badan Keuangan Dan Aset Daerah  

 

 

   Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran 
Kecamatan 

 Penyaluran dan Realisasi Anggaran 
Kecamatan 

 Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 
 Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 

Kecamatan 
 Pengawasan dan Audit Keuangan 

Kecamatan 

   Badan Kepegawaian Dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

 

 

   Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 
 Rekrutmen dan Pengangkatan ASN  
 Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN 
 Kenaikan Pangkat dan Mutasi Pegawai 
 Pengelolaan Kinerja dan Evaluasi ASN 
 Pengelolaan Cuti, Pensiun, dan 

Pemberhentian ASN 



No SASARAN INDIKATOR INSTANSI TERKAIT ASPEK 

   Dinas Komunikasi Dan Informatika  

     Pengelolaan Media Sosial dan Website 
 Pengamanan dan Perlindungan Data 

   Inspektorat  

 

 

   Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja 
Kecamatan 

 Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

 Pencegahan dan Penindakan terhadap 
Penyimpangan atau Penyalahgunaan 
Wewenang 

 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Kecamatan 

 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
dan Zona Integritas 

 Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait 
Kinerja Kecamatan 

   Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  

 

 

   Penyusunan standar operasional prosedur 
(SOP) layanan kecamatan 

 Reformasi birokrasi dan peningkatan 
kapasitas aparatur kecamatan 

 Evaluasi kinerja kecamatan dalam 
efektivitas pelayanan publik 

 


